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ABSTRAK 

 

Potabuga, Putri Aprilia. 2025. AnalisisKepatuhan Pajak PT PegadaianKanwil V 

Manado TerhadapPerhitunganPenyetoranPemotongan Dan Pelaporan  

PajakPenghasilan (PPh) Pasal 23JurusanAkuntansi Politeknik Negeri Manado Dosen 

Pembimbing I Dr. Ivonne HelenaPutong,.SE.Ak, M.Ak dan pembimbingIIBelthasar Trito 

Siahaan, SE., M. Si. 

Penelitianinibertujuanuntukmenganalisistingkatkepatuhan PT PegadaianKanwil V 

Manado dalammelaksanakankewajibanperpajakanterkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

yang meliputiperhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Metode penelitian yang 

digunakanadalahmetodedeskriptifkualitatifdenganpendekatanstudikasus. Data diperoleh 

melalui wawancara, dokumentasi, serta telaah laporan perpajakan perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT Pegadaian Kanwil V Manado 

telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai tarif yang ditetapkan, 

penyetoran pajak dilaksanakan tepat waktu melalui sistem e-billing, serta pelaporan 

dilakukan secara rutin menggunakan aplikasi e-SPT dan e-filing. Namun, masih ditemukan 

beberapa kendala, seperti keterlambatan administrasi akibat faktor teknis dan kurangnya 

pemahaman sebagian pegawai mengenai regulasi terbaru 

Kesimpulannya, tingkat kepatuhan PT Pegadaian Kanwil V Manado terhadap PPh Pasal 

23 dapat dikategorikan tinggi meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. 

Perusahaan perlu meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelatihan perpajakan serta 

memperkuat sistem administrasi untuk meminimalisasi potensi keterlambatan. 

 

Kata Kunci : kepatuhan pajak, PPh Pasal 23, PT Pegadaian, pemotongan, pelaporan 
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ABSTRACT 

Potabuga, Putri Aprilia. 2025. Analysis of Tax Compliance of PT Pegadaian Regional 

Office V Manado Regarding Withholding and  Reporting of Income Tax (PPh) Article 23 

Accounting Departmen t Manado State Polytechnic Supervisor I Dr. Ivonne,.SE.Ak, 

M.AkAnd supervisor II Belthasar Trito Siahaan, SE., M.Si. 

This study aims to analyze the tax compliance of PT Pegadaian Regional Office V 

Manado in fulfilling its obligations related to Income Tax (PPh) Article 23, which includes 

calculation, withholding, payment, and reporting. The research method used is descriptive 

qualitative with a case study approach. Data were obtained through interviews, 

documentation, and a review of the company’s tax reports. 

The results show that PT Pegadaian Regional Office V Manado has generally carried 

out its tax obligations in accordance with the prevailing tax regulations. The calculation and 

withholding of PPh Article 23 have been conducted according to the applicable tax rates, tax 

payments were made on time through the e-billing system, and reporting was carried out 

regularly using e-SPT and e-filing applications. However, several obstacles were identified, 

such as administrative delays due to technical issues and limited understanding among some 

employees regarding the latest regulations. 

In conclusion, the level of compliance of PT Pegadaian Regional Office V Manado with 

PPh Article 23 can be categorized as high, although improvements are still needed. The 

company should enhance employees’ knowledge through tax training and strengthen 

administrative systems to minimize potential delays. 

 

 

Keywords :tax compliance, Income Tax Article 23, PT Pegadaian, withholding, reporting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar BelakangMasalah 

Pajak merupakansumberutamapenerimaan Negara yang 

berperanpentingdalammendukungpelaksanaanpembangunannasional,baik di 

bidanginfrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupunsektor-sektorlainnya yang 

berdampaklangsung pada kesejahteraanmasyarakat. Seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan Negara akan dana pembangunan,maka optimalisasi penerimaan pajak 

menjadisebuah keharusan. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk 

meningkatkan system pelayanan perpajakan, tetapi juga wajib pajak, baik orang pribadi 

maupun badan, dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur, 

tertib, dan patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam system perpajakan 

Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, PPh pasal 23 dikenakan atas 

penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, hadiah, dan imbalan jasa tertentu yang 

diterima atau diperoleh wajib pajakdalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak ini 

bersifat dipotong  oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong pajak) pada saat 

pembayaran dilakukan, oleh karena itu.pemotong pajak memiliki tanggungjawab besar 

dalam memastikan bahwa pemotong dilakukan dengan benar,dilakukan tepat waktu, 

dan disetorkan ke kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan.kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban ini menimbulkan konsekuensi hukum dan administrative serta 

berdampak negative terhadap reputasi institusi yang bersangkutan.  

PT Pegadaian,sebagai salah satu badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dibidang keuangan berbasis gadai, memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam 

kepatuhan perpajakan. Dalam operasionalnya, PT Pegadaian sering melakukan transaksi 

jasa kepada pihak ketiga, seperti jasa sewa, jasa konsultan, jasa teknologi informasi, dan 

jasa lainnya yang termasuk dalam objek PPh Pasal 23. Oleh karena itu, Pegadaian wajib 

menjalankan peran sebagai pemotong pajak dengan cermat dan bertanggung jawab. 

Ketaatan dalam melaksanakan kewajiban ini tidak hanya mencerminkan komitmen 
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perusahaan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga menunjukkan integritas dan 

profesionalisme dalam pengelolaan administrasi keuangan.  

PT Pegadaian kanwil V manado merupakan salah satu unit kerja yang memiliki 

cakupan wilayah operasional cukup luas di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Aktivitas 

transaksi keuangan yang tinggi di kantor wilayah ini menjadi indikator penting untuk 

mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban 

pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Apalagi dalam konteks perkembangan sistem 

perpajakan Indonesia yang terus mengalami transformasi digital, seperti melalui 

penggunaan e-Bupot dan pelaporan melalui DJP Online, menuntut setiap entitas bisnis 

untuk beradaptasi dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pelaporan pajak. ; 

Namun demikian, pada praktiknya, kepatuhan perpajakan di lingkungan perusahaan 

sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber 

daya manusia yang memahami aspek teknis perpajakan, kompleksitas regulasi yang 

terus berkembang, serta lemahnya sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan 

administrasi pajak. Tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian dalam pemotongan tarif, 

keterlambatan penyetoran pajak, hingga kesalahan dalam pelaporan yang dapat 

mengakibatkan sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan. Hal ini 

menunjukkan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban 

perpajakan, termasuk terhadap pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. 

1.2 RumusanMasalah 

1. Bagaimanatingkatkepatuhan PT PegadaianKanwil V Manado 

dalammelakukanperhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporanPPh Pasal 23 

sesuaiperaturanperpajakan yang berlaku?  

2. Apakahprosedurperhitungan dan pemotonganPPh Pasal 23 

telahdilakukansecarabenar dan 

sesuaidengantarifsertaobjekpajakberdasarkanketentuanperundang - undangan? 

3. Apa sajahambatanataupermasalahan yang dihadapi PT Pegadaiankanwil v 

manadodalampelaksanaankewajibanperpajakanterkaitPPh Pasal 23, sertaupaya 

yang dilakukanuntukmeningkatkankepatuhanpajaktersebut? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menilaitingkatkepatuhan PT PegadaianKanwil V Manado 

dalammelaksanakanperhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporanPPh Pasal 

23 sesuaidenganperaturanperpajakan yang berlaku di Indonesia. 

2. Mengevaluasikesesuaianprosedur yang dilakukanperusahaandalampemotongan dan 

perhitunganPPh Pasal 23, termasukpenentuanobjek dan subjekpajak, penerapan 

tariff (misal 2% untukjasaatau 15% untukdividen, 

royalty,danhadiah),sertaketepatanwaktupemotonganpajak. 

3. Mengidentifikasikendalaatauhambatan yang dihadapi oleh PT PegadaianKanwil V 

manadodalammemenuhikewajibanperpajakanterkaitPPh Pasal 23, sertalangkah-

langkah yang telahataudapatdiambiluntukmeningkatkantingkatkepatuhan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain tujuan,penulisan tugas akhir ini juga memiliki manfaat penelitian antra lain: 

1. Bagi  Peneliti 

Menambahpengetahuan dan wawasanmengenaipraktikkepatuhanperpajakan, 

khususnyaterkaitpemotongan dan pelaporanPPh Pasal 23 pada badan usahamilik 

negara. 

2. Bagi direktoratjendralpajak (DJP) 

Memberikangambaranmengenaiimplementasikewajibanperpajakan oleh 

wajibpajak badan sertadapatdijadikanbahanpertimbangandalampembinaan dan 

pengawasan. 

3. Bagi Masyarakat Umum  

Secaratidaklangsung, penelitianini juga 

memilikimanfaatbagimasyarakatumum, karenapeningkatankepatuhanpajak oleh 

badan usahaakanberdampak pada peningkatanpenerimaan negara. 

Peningkatanpenerimaanpajakdapatmendorongpembangunannasional yang 

lebihmerata, meningkatkanpelayananpublik, sertamenciptakan tata 

kelolakeuangan negara yang lebihtransparan dan akuntabel. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalahiurankepada Negara (yang dapatdipaksakan)  yangterhutang oleh yang 

wajibmembayarkanmenurutperaturan-peraturan, dengantidakmendapatprestasikembali 

yang langsungdapat di tunjuk, dan yang gunannyaadalahuntukmembiayaipengeluaran-

pengeluaranumumberhubungandengantugas Negara yang 

menyelenggarakanpemerintahan (adriani 1987:2 dalamverawati, 2007). Menurut Prof. 

DR RachmatSumitro, SH tahun 1990, pajakadalahiuran rakyat kepada kas Negara 

(peralihankekayaandari kas rakyat ke sector pemerintah). Berdasarkanundang-

undanguntukmembiayaipengeluaran rutin dan surplusnyadigunakanuntukpublic saving 

yang merupakansumberutamauntukmembiayai public investment. 

Penghasilan Negara 

adalahberasaldarirakyatnyamelaluipungutanpajak,danataudarihasilkekayaanalam yang 

adadidalam Negara itu (Natural Resource). Dua sumberitumerupakansumberterpenting 

yang memberikanpengahasilankepada Negara. 

Penghasilantersebutuntukmembiayaikepentingan umm yang akhirnya juga 

mencakupkepentinganpribadiindividusepertikesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan 

dan sebagainya. Pungutanpajakmerupakanpenghasilanmasyarakat yang 

kemudiaandikembalikanlagikepadamasyarakatmelaluipengeluaran-pengeluaran rutin 

dan pengeluaran-pengeluaranpembangunan, yang 

akhirnyadigunakanuntukkepentinganseluruhmasyarakatbaik yang 

membayarpajakmaupuntidak.  

2.2 Konsep Pajak Penghasilan (PPh)  

Konseppajakpenghasilan (PPh) adalahpajak yang dikenakanterhadappenghasilan yang 

diterimaataudiperoleh oleh orang pribadiataubadan,baik yang berasaldari Indonesia 

maupunluar negeri, selamasatutahunpajak. 

1. Dasar Hukum 

Pajak penghasilandiindonesiadiaturdalam : 



 
 

5 
 

a. Undang-Undangnomor 7 tahun 1983 tentangpajakpenghasilan, 

besertaperubahaannya (Terakhirdengan UU HPP 2021 

Harmonisaiperaturanperpajakan). 

2. Subjek Pajak 

Yaitu pihak yang dikenakan pajak, dibagi menjadi: 

a. Orang pribadi(Dalam negeri atauluar negeri) 

b. Badan (PT,CV,firma,koperasi,yayasan dan lain’’) 

c. Warisan yang belumterbagi 

3. Objek Pajak 

Adalah Penghasilan, yaitusetiaptambahankemampuanekonomis yang 

diterimaataudiperoleh, baikdaridalammaupunluar negeri, yang 

dapatdigunakanuntukkonsumsiataumenambahkekayaan. 

a. Gaji, Honorarium 

b. Usaha ataupekerjaanbebas 

c. Hadiah,undian 

d. Sewa, royalty dan dividen 

4. Bukanobjekpajak 

Beberapapenghasilan yang tidakdikenakanPPh, Misalnya 

a. Warisan 

b. Hibah darikeluargasedarah 

c. Pembayaranasuransi 

d. Zakat atausumbangankeagamaantertentu 

5. Jenis PPh 

Di Indonesia, PPh dibagi berdasarkan jenisnya, Antara Lain: 

a. PPh Pasal 21: atas penghasilan pegawai (gaji, tunjangan) 

b. PPh Pasal 22: ataskegiatanimporataupembelianbarangtertentu 

c. PPh Pasal 23: ataspenghasilandari modal, jasa, dan hadiah 

d. PPh Pasal 25: angsuranpajakpenghasilan 

e. PPh Pasal 26: ataspenghasilanwajibpajakluar negeri 

f. PPh Pasal 29: kekuranganpembayaranpajakdalam SPT tahunan 

g. PPh Final: tariftetapatasjenispenghasilantertentu (misalnya UMKM) 



 
 

6 
 

 

 

2.3 RegulasiPemotongan dan PelaporanPPh Pasal 23 

2.3.1 Undang- undangnomor 36 Tahun 2008 

( Undang-undangNomor 36 Tahun 2008) 

iniberisitentangperubahankeempatatasundang-undangnomor 7 tahun 1993 

tentangpajakpenghasilan, undang- undang No. 36 Tahun 2008 inimenyebutkanbahwa 

yang menjadiobjekpajakadalahpenghasilan. 

Penghasilanadalahsetiaptambahankemampuanekonomis yang diperolehatauditerima 

oleh wajibpajak, baik yang berasaldari Indonesia maupun yang didapatdariluar 

Indonesia, yang 

dapatdigunakanuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanwajibpajak yang 

bersangkutandengan nama dan dalambentukapapun. Sehinggapenghasilan yang 

diterimaataudiperoleh oleh karyawantetapharusdikenalpajakberdasarkanketentuan-

ketentuan yang telahdiaturdalamUndang-Undang.  

2.3.2 PeraturanDirekturJenderal Pajak Terkait 

1. PER-1/PJ/2023 – PedomanteknisPPh Pasal 23 (16 Maret) 

a. Menetapkandefinisi dan ruanglingkupPPh 23: 

pemotonganataspenghasilanseperti royalty, jasa, dan sewa yang 

dobayarkankepadawajibpajakdalam negeri atau BUT  

b. Tarif Royalti: 15% darijumlahbruto,dengandasarpengenaan 40% (untuk WP 

OP penggunaan NPPN)-> tariff efektif 6%  

c. Kewajibanmenyampaikansurat norma 

perhitungannetokepadapemotongsebelumpemotongdimulai.  

d. Pelaporan&pelunasan : 

a. Bukti potong (e-Bupot), penyetoran,danpelaporan SPT Masa unifikasi 

paling lambatakhirharike- 20 bulanberikutnya.  

2. PER-23/PJ/2020 – Unifikasi Bukti Potong& SPT Masa (28 Desember 2020) 
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a. Menetapkan format dan tata 

carapembuatanbuktipemotong/pemungutanunifikasiserta SPT Masa 

penghasilanunifikasi (termasukPPh 23) melalui DJP Online. 

3. PER-24/PJ/2021 – e –BupotPPh 23/26 

a. Memperkuat penggunaan aplikasi e – Bupot untuk pembuatan bukti potong 

PPh 23/26 serta pelaporan SPT Masa unifikasi 

4. PER-04/PJ/2017 – PenetapanPemotong&Kewajiban SPT Masa (Oktober 2019) 

a. Menetapkanwajibpajak yang diharuskanmembuatbuktipotong dan melapor 

SPT Masa PPh 23/26, sertaketentuanterkaitpemindahanataupencabutan 

status sebagai PKP. 

5. Konten Tambahan dari DJP Online & DJPb 

a. Direktori e – Bupot PPh 23: Panduan pemotongan sesuai onjek (jasa, sewa, 

bunga, royalty), tarif, kode billing, batas waktu penyetoran (tgl 10) dan 

pelaporan (tgl 20) tiap bulan  

b. Bukti potongPPh 23/26 dan pelaporanwajib via e- Bupot (PER-24/PJ/2021) 

2.3.3 Surat PeredaranAturanLainnya 

DirektoratJenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Surat EdaranDirekturJenderal 

Pajak Nomor SE-01/PJ/2025. Dirjen Pajak menjelaskan mengenai perlakuan Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komisi reasuransi. 

Edaran tersebut menerangkan komisi reasuransi tidak dipotong PPh Pasal 23, serta 

jasa asuransi yang diserahkan dibebaskan dari PPN. 

Dirjen Pajak menjelaskan, jasa asuransi merupakan jasa pertanggungan yang 

meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Jasa ini dilakukan oleh 

perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi kepada pemegang polis asuransi atau 

reasuransi. 

Untuk membagi risiko, perusahaan asuransi atau reasuransi dapat melakukan 

pertanggungan ulang kepada perusahaan asuransi atau reasuransi lainnya. 

Pertanggungan ulang ini dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui 

perusahaan pialang reasuransi. Sehubungan dengan pertanggungan ulang yang 

dilakukan, perusahaan asuransi/reasuransi dapat menerima komisi reasuransi dari 

perusahaan asuransi/reasuransi lain tersebut.  
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Dalam edaran tersebut, menyebutkan komisi reasuransi tersebut adalah 

sehubungan dengan jasa asuransi.  

Jasa asuransi tidak termasuk dalam jenis jasa lain yang dikenakan pemotongan 

PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

141/PMK.03/2015 

Oleh karena itu, komisi reasuransi tidak dipotong PPh Pasal 23. Namun, dalam hal 

diterima perusahaan asuransi/reasuransi merupakan wajib pajak luar negeri selain 

bentuk usaha tetap, komisi reasuransi dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% 

atau berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang 

berlaku. 

Komisi reasuransi tersebut tetap merupakan penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) 

UU PPh. Meskipun tidak dipotong PPh Pasal 23, penghasilan tersebut tetap wajib 

dilaporkan dalam SPT Tahunan 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, jasa asuransi merupakan jasa kena 

pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean 

atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari 

pengenaan PPN. Karenanya, jasa asuransi yang diserahkan oleh perusahaan asuransi 

atau reasuransi yang mempertanggungkan ulang risikonya dibebaskan dari pengenaan 

PPN.  

2.4 Subjek Pajak Penghasilan 

BerdasarkanUndang-undangNomor 36 tahun 2008 tentangpajakpenghasilanadalahpihak 

yang dikenaikewajibanmembayarpajakataspenghasilan yang diterimanya, baik yang 

berasaldari Indonesia maupunluar negeri, sesuaiketentuanperundang-undangan.  

1. Orang Pribadi 

2. Warisan yang belumterbagi 

3. Badan; dan 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  

2.5 Objek Pajak Penghasilan 

ObjekPPhdalamUndang-undangpajakPenghasilandirincikansebagaiberikut:  

1. Penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang 

diterimaataudiperolehtermasukagaji, upah, tunjangan,honorarim, komisi, 
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bonus,gratifikasi, uang, industry, atauimbalandalambentuklainnya, kecualiditentukan 

lain dalamundang-undangini. 

2. Hadiahdari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 

3. Laba usaha 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan hartakepada pesrseroanpersekutuan, dan badan 

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 

b. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

pengambililalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun  

c. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalm garis keturunan lurus satu 

derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, bdan social termasuk industri, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pkerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan  

d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut sereta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan.  

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6. Bunga termasukpremium,diskonto, dan imbalankarenajaminanpengembalian utang 

7. Dividen, dengan nama dan dalambentukapapun, 

termasukdividendariperusahaaanasuransikepadapemegang polis, dan 

pembagiansisahasilusahakoperasi.  

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

10. Penerimaanatauperolehanpembayaranberkala 

11. Keuntungankarenapembebasan utang, kecualisampaidenganjumlahtertentu yang 

ditetapkandenganperaturanpemerintah 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
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14. Premi asuransi 

15. Iuran yang diterimaataudiperolehperkumpulandarianggotanya yang 

terdiridariwajibpajak yang menjalankanusahaataupekerjaanbebas; 

16. Tambahankekayaanneto yang berasaldaripenghasilan yang belumdikenakanpajak 

17. Penghasilandariusahaberbasis industry 

18. Imbalan bunga sebagaimanadimaksuddalamundang-undang yang 

mengaturmengenaiketentuanumum dan tata caraperpajakan 

19. Surplus Bank Indonesia  

2.6 Saat Terutang, Penyetoran dan PelaporanPPh Pasal 23  

Menurut situs DirektoratJenderal Pajak (DJP) terdapatpenerapanPPh Pasal 23 

sebagaiberikut : 

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada 

akhirbulandilakukannyapembayaranatau pada akhirbulanterutangnyapenghasilan yang 

bersangkutan. Pengertiansaatterutangnyapenghasilan yang 

bersangkutanadalahsaatpembebanansebagaibiaya oleh 

pemotongpajaksesuaidenganmetodepembukuan yang dianutnya. 

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling 

lambattanggalsepuluhbulantakwimberikutnyasetelahbulansaatterutangpajak. 

3. SPT Masa disampaikanke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 

harisetelah Masa Pajak berakhir. 

4. SebagaitandabahwaPPh Pasal 23 telah di potong, 

pihakpemotongharusmemberikanbuktipotong (rangkapke – 1) yang 

sudahdilengkapikepadapihak yang dikenakanpajaktersebut dan buktipotong (rangkap 

ke-2) 

2.7 Peraturan Khusus atauTertentuPPh Pasal 23 

Ada beberapakondisidimana tariff akandikenakansecaraberbedadariaturanumumnya. 

Pengecualianinikhususdikenakankepadakategoriobjekpajakhadiah dan penghargaan. 

Penjelasanlebihlanjutberdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-395/PJ/2001, 

adalahsebagaiberikut: 

1. Hadiah undianatauloteredianggapsebagaipenghasilan, dan 

akandikenakantarifpajaksebesar 25% 
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2. Hadiah lainnya dan penghargaan, termasukpenghargaankarierakandikenakantarif yang 

samasepertihalnyatarifpajak yang berlakumenurutPPh Pasal 21. 

3. Jika penerimaadalahekspatriat, dan bukantermasuk Badan Usaha Tetap internasional, 

tariff pajaksebesar 20% akandiberlakukan. 

4. Jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk Bentuk Usaha Tetap, tarif sebesar 

15% akan diberlakukan.  

 

2.8 Pemotong dan penerimapenghasilan yang dipotongPPh Pasal 23 

a. PemotongPPh Pasal 23: 

1. Badan Pemerintah 

2. Subjek Pajak badan dalam negeri 

3. Penyelenggaraankegiatan 

4. Bentukusahatetap (BUT) 

5. Perwakilanperusahaanluar negeri lainnya 

6. Wajib pajak orang pribadidalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh 

DirekturJenderal Pajak sesuaidengan KEP-50/PJ/1994, diantarannya: 

a. Akuntan 

b. Arsitek 

c. Dokter  

d. Notaris 

e. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat 

f. Pengacara 

g. Konsultan yang melakukanpekerjaanbebas 

b. Penerimapenghasilan yang dipotongPPh Pasal 23: 

1. WP dalam Negeri 

2. Badan Usaha Tetap (BUT). 
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2.9 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 KerangkaBerpikir 
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2.10 PenelitianTerdahulu 

Tabel 4.3 PenelitianTerdahulu 

PT. Pegadaian Kanwil V Manado

Transaksi Pembayaran Sewa

Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23

Penyetoran PPh 23 ke kas Negara

Pelaporan Melalui E-Bupot dan SPT 
Masa

Analisis Kepatuhan Pajak
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No Nama Penelitian  Metode Hasil Penelitian Perbedaan 

1.  Erick Ridel 

Wowor dan 

Ventje Hat 

(2015) 

Penerapan 

prosedur 

pemungutan, 

pencatatan, 

dan pelaporan 

PPN atas jasa 

pengiriman 

paket yang ada 

di PT Sentra 

indologis 

utama manado 

AnalisisD

eskriptif 

1. Pemungutan  PPN 

:Prosedurpemung

utantelahdilakuka

nsesuairegulasi, 

mencakupsetiaptr

ansaksiatasjasape

ngirimanpaket 

2. PencatatanPajak:

Perusahaantelahm

encatat PPN 

denganbenar di 

laporankeuangan, 

sejalandenganatur

anperpajakan. 

3. Pelaporanpajak: 

Pelaporan PPN 

dilaksanakandeng

antepat, 

sesuaiketentuan 

UU dan diakui 

oleh 

direktoratjenderal

pajak 

c. Tempat 

Penelitian : 

Penelitian ini 

mengambil 

sebuah 

perusahaan 

di manado. 

Sedangkan 

penelitian ini 

mengambil 

studi kasus 

di kota 

Surabaya 

yaitu di PT 

Jasarahrja 

Putera 

Kantor 

Cabang 

Surabaya. 

d. Jenis pajak: 

Penelitian 

menjadikan 

pajak 

pertambahan 

nilai sebagai 

topic utama, 

sementara 

penelitian 

saat ini 

menjadikan 
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pajak 

penghasilan 

Pasal 23 

sebagai topic 

yang akan di 

bahas. 

2.  Natasha, S. 

F. dkk. 

(2024) 

AnalisisKepatu

han Pajak PPh 

Pasal 23 pada 

jasaoutsourcin

g  (Studi Kasus 

PT Prima 

Karya Sarana 

Medan) 

Deskriptif

Kualitatif 

1. Pemotongan 

Pajak 

a. PT Prima Karya 

Sarana Medan 

telahmelaksana

kanpemotongan

PPh Pasal 23 

denganbenarata

spembayaranjas

aOutsorcing. 

b. Tarif yang 

digunakansudah

sesuaidenganke

tentuan, yaitu 

2% 

darijumlahbruto

, 

karenalawantra

nsaksimemiliki 

NPWP.  

2. Penyetoran 

Pajak 

a. Penyetorandilak

ukanmelalui 

system e-

a. Subjek : 

Natsha dkk. 

Meneliti 

perusahaan 

jasa swasta, 

Anda 

meneliti 

institusi 

BUMN. 

b. Cakupan : 

Natasha dkk. 

Focus pada 

jasa 

outsorcing, 

penelitian 

anda lebih 

menyeluruh 

terhadap 

semua 

transaksi 

objek PPh 

23. 

c. Kedalaman

Analisis : 

Penelitianand
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Billing 

DirektoratJende

ral Pajak.  

b. Mayoritaspenye

torandilakukans

ebelum batas 

waktujatuh 

tempo (tanggal 

10 

bulanberikutnya

) 

3. Pelaporan Pajak  

a. Pelaporan 

dilakukan 

melalui e-filling 

menggunakan 

e-Bupot 

unifikasi. 

b. Namun, 

terdapat satu 

kasus 

keterlambatan 

pelaporan untuk 

masa pajak 

maret 2023 

yang dilaporkan 

pada akhir april 

2023. 

c. Keterlambatani

ni di 

sebabkankendal

aberpotensile

bihkompleks

karenamenye

rtakankombi

nasimetode, 

aspekregulasi

BUMN , dan 

system 

pelaporan 

modern (e-

Bupot, e-

Filling). 
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ateknis dan 

kelalaian 

administrative 

internal. 

4. Dokumentasi 

dan Arsip 

a. Bukti 

potongpajak (e-

Bupot), SSP, 

dan SPT Masa 

PPh 23 

telahdidokumen

tasikandenganb

aik, 

meskipunbelum

seluruhnyaterdi

gitalisasi. 

3.  JuniantyCar

nilaManaris

ip (2013) 

Mengenai 

evaluasiperhitu

nganpencatata

n dan 

pelaporan dan 

pelaporan PPN 

yang ada di PT 

Analisisde

skriptif 

Penghitungan PPN 

yang ada di PT 

sewakaryamudatelah

dilakukandenganben

ar dan 

sesuaidenganketentu

anperpajakan yang 

1. Penelitianter

dahulumem

bahasmenge

nai PPN, 

yang 

akandilakuk

anmembaha
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Sewa 

karyamudabali

kpapan 

berlaku. smengenaiP

Ph  Pasal 23 

sebagaiacua

n. 

4.  

 

Temmy C.R 

Dotulong, 

Grace B. 

Nangoi, 

Jessy D.L 

Warongan 

AnalisisPenera

panWitholding 

Tax System 

Terhadap 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 Pada 

PT. PLN 

(Persero) 

Wilayah 

Suluttenggo.  

Kualitatif

Deskriptif 

1. Ketidaksesuaian

pemotonganpaja

k 

a. Pada 

bulanfebruari 

2017, 

terutamatangga

l 6 dan 24 

februari, PT 

PLN Wilayah 

Suluttenggome

motong PPH 

23 

dariwajibpajak 

yang memiliki 

NPWP 

dengantariff  

2%, 

sedangkanberd

asarkan  UU 

No. 36 Tahun 

2008 

seharusnyadipo

tongsebesar 

4%. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

dotulong, T. C. 

R., Nangoy ,G. 

B., dan 

Warongan, J. d. 

l. (2017) 

berjudul 

“AnalisisPenera

pan Withholding 

Tax System 

terhadappajakPe

nghasilan Pasal 

23 pada PT PLN 

(Persero)  

Wilayah 

Suluttenggo” 

menitikberatkan 

pada evaluasi 

system 

pemotongan dan 

penyetoranPPh 

Pasal 23 yang 

dilakukan oleh 

PT PLN 
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b. Kasus 

tersebutmenunj

ukanadanyaketi

daksesuaiansig

nifikanterhadap 

tariff yang 

berlaku 

2. Penerapansitem 

withholding tax 

secarakeseluruh

an 

a. Meskipunterjadi

kesalahan tariff 

pada 

tanggaltersebut, 

secaramenyeluru

h PT PLN 

Wilayah 

Suluttenggotelah

menerapkan 

system 

withholding  tax 

(pemotongan, 

penyetoran, dan  

pelaporan) 

sesuaidenganreg

ulasi, termasuk 

e-billing dan e-

Bupot.  

b. Sistemperpajaka

ndiimplementasi

sebagaipihakpe

motonganpajak 

.penelitianiniber

sifatdekriptifden

ganpendekatank

ualitatif, dan 

menemukanadan

yaketidaksesuaia

n tariff 

pemotongan 

pada 

beberapatransak

si, khususnya 

pada 

subjekpajak 

yang memiliki 

NPWP. 

Kesalahanterseb

utmenunjukkank

elemahan 

administrative 

dalamimplement

asikan tariff 

yang 

seharusnyatelah

diaturdenganjela

sdalamundang-

undang. 
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kandenganmemo

ria yang 

cukupbaik. 

5.  Kiki 

Ratnafuri 

dan Nurul 

Herawati 

(2013) 

Peneltian ini 

membahas 

mengenai 

malpraktik 

pemotongan 

dan 

pemungutan 

pajak yang 

dilakukan oleh 

bendaharawan 

pemerintah. 

Terkait dengan 

hal tersebut 

peneliti 

terdahulu 

menggunakan 

objek 

penelitian 

berupa 

bendaharawan 

pemerintah 

Dinas 

pendidikan 

kabupaten 

Bangkalan 

Deskriptif

kualitatif 

Hasil 

penelitianinimenyata

kanbahwapelaksanaa

npemotongan dan 

pemungutanpajak 

yang dilakukan oleh 

bendaharawan pada 

Dinas Pendidikan 

KabupatenBangkala

nmasihbelum 

optimal dan 

tidaksesuaidenganke

tentuanperpajakan 

yang berlaku 

1. Pajak-pajak 

yang 

dianalisisters

ebutadalahP

Ph Pasal 4 

ayat2,PPh 

21, 

PPh23,dan 

PPN. 

Sementara 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan, 

terfokus 

pada PPh 23 

jasa 

Bengkel. 

2. Penelitian 

terdahulu 

dilakukan 

selama 1,5 

bulan, yaitu 

dari 

pertengan 

April sampai 

dengan akhir 

Mei, 
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penelitian 

saat ini 

dilaksanakan 

selama bulan 

April sampai 

dengan juni 

2017. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitiankualitatifadalahjenispenelitian yang menekankan pada 

pemahamanmendalamtentangsuatufenomena, proses, ataupengalamanbukanhanya pada 

pengukuranataukuantifikasi. Ada beberapajenispenelitian yang 

umumdigunakandiantaranyaadalahetnografi, fenomenologi, studidokumen, dan 

grounded theory 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak Jl.DR Sutomo No. 199 (pinaesaan, Wenang). 

KecamatanWenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara- Indonesia Telepon: 

(0431)869262. Penelitimemilihlokasiinikarena PT PegadaianKanwil V Manado 

memilikitanggungjawabdalammengelolakeuangan dan kewajibanperpajakan di tingkat 

regional, termasukpemotongan dan pelaporanpajakpenghasilanpasal 23. Selain itu, 

kantor wilayah inimenjadipusatKoordinasikeuanganbagi unit-unit cabang di wilayah 

kerjanya, sehinggarelevansebagaiobjekstuditerkaitkepatuhanperpajakan. 

Waktu Penelitian 

Penelitianinidilakukanmulaidaritanggal 03 Februarihingga 31 Mei 2025 

jangkawaktutersebutmencakupseluruhtahapankegiatanpenelitian, 

mulaidaripengurusanizin, pengumpulan data melaluiobservasi, wawancara, dan 

dokumentasi, hingga proses analisis data. 
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3.3 JenisdanSumberData 

Penelitianinimenggunakanjenis data yang bersifatdeskriptif, data deskriptifadalah 

data yang terkumpulberbentuk kata-kata sertagambardaripadaangka-angka. Data 

kualitatifdiperolehmelaluiberbagaimacamteknikpengumpulan data antara lain 

observasi, melakukanwawancaradenganmemberikanpertanyaan-

pertanyaanbaiksecaralisanmaupun tulisan. 

Sumber data yang dimaksuddalampenelitianiniadalahsemuaketerangan-keterangan 

yang diperolehdariinformanberdasarkanhasilwawancara. Sumber data 

utamadalampenelitiankualitatifadalahwawancaraberupa kata-kata dan 

tindakanselebihnyaadalah data tambahansepertidokumen lain. 

Penulismenggunakanteknikwawancaradalampengumpulan data yang dibagimenjadi 

dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Pertamasumber data primer adalah data yang 

diperolehlangsungdariobjekpenelitianmelaluiobservasi,wawancara, dan studidokumen 

internal. Keduasumber data sekunderadalah data yang diperolehdaripihak lain 

ataudokumen yang sudahtersediasebelumnya yang mendukunganalisis. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitianterlebihdahulumenjelaskantentangvariabelpenelitian. 

Variabelpenelitianinieratkaitannyadengan instrument penelitian. 

Variabeldiartikansebagaisegalasesuatu yang menjadiobjekpenelitian.  

Menurut Sugiyono, adalahsegalasesuatu yang berbentukapasaja yang ditetapkan 

oleh penelitiuntukdipelajarisehinggadiperolehinformasitentanghaltersebut, 

kemudianditarikkesimpulannya. Oleh karenaitu, untukmempelajarivariabel, 
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makadibutuhkanteknik dan instrument pemngumpulan data. Adapun teknik dam 

instrument yang digunakanyakni: 

1) Observasi 

Obseravasiialahmetodepengumpulan data denganmenganalisis dan 

mengadakanpencatatansecarasistematismengenaitingkahlakudenganmengama

tisecaralangsungaktivitas, proses, ataukejadian yang 

berhubungandenganobjekpenelitian.  

2) Wawancara 

Wawancaraadalahteknikpengumpulan data 

denganmelakukanpercakapandenganmaksudtertentu oleh dua pihak, 

yaitupewawancara (interviewer) sebagaipengaju/pemberipertanyaanitu. 

Wawancara yang dilakukan guna mendapatkaninformasi yang lebihdalam, 

denganmelakukan proses 

penggalianinformasidenganmemberikanpertanyaanterbukaterhadapresponden 

yang terkait.  

3) Dokumentasi 

Teknik inidigunakandalammemperolehsejumlah data 

melaluipencatatandarisejumlahdokumenataubuktitertulissepertikeadaanpopul

asi, data dan sebagainya. 

3.5 TeknikAnalisisData 

Pada saatanalisis data, dapatkembalilagikelapanganuntukmencaritambahan data yang 

dianggapperlu dan mengolahnyakembali, pengolahan data 

dalampenelitiankualitatifdilakukandengancaramengklasifikasikanataumenkategorikan 
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data berdasarkanbeberapatemasesuai focus penelitiannyapengolahan data pada 

penelitianiniterdiriatas : 

1) Redukasi Data 

Pada tahapini, data yang telahdikumpulkandariwawancara, dokumentasi, dan 

observasidiseleksi dan dikelompokkanberdasarkanrelevansinyadengan focus 

penelitian,seperti:  

a. Data pemotonganPPh  Pasal 23 

b. Data pelaporan dan penyetoranPPh Pasal 23 

c. Data tanggaltransaksi,jenisjasa ,dan tariff yang digunakan 

d. Dokumenpendukungseperti e-Bupot, e-Billing, dan SPT Masa  

2) Penyajian Data  

Data yang sudahdireduksikemudiandisajikandalambentuk: 

a. Tabel (misalnya :jumlahtransaksiPPh 23 per bulan) 

b. Diagram ataugrafik( untukmelihattrenketepatanwaktupelaporan) 

c. Narasi deskriptif ( untuk menjelaskan prosedur internal,system pelaporan, 

atau kebijakan perusahaan)  

d. Penyajian ini memudahkan dalam melihat pola, kesenjangan, atau 

kesalahan dalam  pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

3) Analisis Data  

Pada tahapinidilakukan : 

1. Perbandingan data actual denganperaturan yang berlaku, seperti: 

a. UU No. 36 Tahun  2008( Tentang Pajak Penghasilan ) 

b. PMK  No 141/PMK,03/2015 (Tentangjenisjasa yang dikenaiPPh  23)  

c. PER-24/PJ/2021 (Tentangbuktipotongelektronik/e-Bupot)  
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2. Evaluasiterhadapaspekkepatuhan, mencakup:  

a. Kepatuhan formal: apakahpelaporan dan penyetorandilakukantepatwaktu? 

b. Kepatuhan Material: apakahjumlah dan tariff yang 

dipotongsesuaidenganketentuan? 

3. Penghitungan tingkat kesalahan atau ketrlambatan, contohnya: 

a. Berapapersentransaksi yang terlambatdilaporkan 

b. Apakahterdapat tariff yang salah diterapkan? 

4) Penarikan Kesimpulan 

Setelahdilakukananalisis, penelitimenyimpulkan 

a. Apakah  PTpegadaiankanwil  

vmanadotelahdipatuhterhadapkewajibanpemotongan dan pelaporanPPh Pasal 

23 

b. Jika belum, apasaja factor penyebabketidakpatuhan (misalnya:  

kesalahanadministrasi, kurangnyaSDM, system yang belum optimal) 

c. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak ke depan. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAAN  

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Pegadaian Kantor Wilayah V Manadodimulai pada saatpemerintahpenjajahan 

Belanda (VOC) mendirikan Bank Lan Leening, yaitulembagakeuangan yang 

memberikankreditdengan system gadai, lembagainipertama kali didirikan di Batavia 

(Jakarta) pada tanggal 20 agustus 1746. Tujuan daripendirianlembagaini pada 

dasarnyahanyauntukkepentingan VOC, 

yaituuntukmemperlancarkegiatanperekonomian dan perjalanan yang merekajalankan.  

Ketika Inggrismengambilahli wilayah Indonesia yang dikuasaipemerintah 

Belanda (1811- 1816) Bank Van Leening yang dimiliki oleh pemerintah yang 

dibubarkan, masyarakatakandiberigiliran agar 

dapatmembangunsuatuperusahaanpegadaianuntukmendapatkansuratdariPemerintah 

Daerah Setempat. Tetapi tekniktersebutakanmengalamiakibat yang fatal, 

pemegangsuratmelaksanakanpraktekriba yang dialamikurangberuntung. 

Pemerintahmenguasai (inggris). Maka dariitu, teknikliecentiestelseldigantimenjadi 

patch stelselyaitupandanganpegadaiandiberikankepadakebanyakan orang yang 

berpengalamanmembayarpajaktinggikepemerintah.  

Pada saat Belanda kembalimenduduki Indonesia, kemudian Patch 

Stelselkembaliditerapkanakanmengalamidampak yang 

samadimanapejabatternyatabanyakditemuipenyelewengandalammelakukanbisnis. 

Berikutnya Negara Hindia Belanda menetapkan cultural stelselsebagaimanakaitan 

yang berhubungandenganpegadaian, masukan yang 

dikatakanadalagsewajarnyakegiatanPegadaiandibawahiindividu oleh 

pemerintahuntukmemberikankemanan dan bergunabanyak. Dari 
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hasilmenelititersebutpemerintahHindia Belanda membuatStaatsblad (Stbl) No.131 

tanggal 12 maret 1901 yang 

menjelaskanbahwausahaPegadaianadalahmonopoliPemerintah dan tanggal 1 April 

1901 didirikanPegadaian Negara pertama di sukabumi (Jawa Barat), 

selanjutnyasetiaptanggal 1 April diperingatisebagaihariulangtahunPegadaian.  

Dalam kurunwaktukependudukanJepang, bangunan Kantor Pusat 

JawatanPegadaian yang terletakdijalan Kramat Raya 162 

merupakantempatnarapidanaselainitu Kantor Pusat 

JawatanPegadaiandipindahkankejalan Kramat Raya 132. Sedikit mengalami 

perubahan yang terjadi pada masa pemerintah jepang, dari sisi kebijakan ataupun 

Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang 

disebut Sitji Eigeikyuku. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang 

yang bernama Ohnosan dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. saubari.  

Pada masa pegadaian telah beberapa kali ubah status, yaitu sebagai perusahaan 

Negara (PN) sejak 1 januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 10 menjadi 

perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. NO.10/1990 (yang 

diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum 

(PERUM) dan pada tahun 2012 Pegadaian berubah menjadi PERSERO pada 01 

April 2012 hingga saat ini. 

4.1.2 Visi Perusahaan  

Visi tercermin dari beberapa inisiatif  nyata : 

1. Penekanan layanan gadai emas dan digitalisasi untuk akses keuangan yang lebih 

inklusif. 

2. Pengembangan ekosistem produk emas-termasuk Tabungan Emas, Deposito 

Emas, dan cicilan emas-untuk turut mendukung pemberdayaan masyarakat 

sekaligus sebagai proteksi terhadap inflasi. 

3. Upaya terus-menerus meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital seperti 

Pegadaian Digital Service (e-Bupot, e-Billing, dll.), dengan tujuan agar kanwil 

VManado benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah timur 

indonesia. 
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4.1.3 Misi Perusahaan  

1. Memberikanmanfaat dan keuntungan optimal bagiseluruhpemangkukepentingan, 

melaluipengembanganbisnis inti dan ekspansilayanankeuangan. 

2. Mengembangkandiversifikasibisnisdenganmenciptakanprodukbaru agar 

nilaitambahbaginasabah dan pemangkukepentinganmeningkat 

3. Memberikan service excellence melalui focus nasabah, didukung oleh:  

a. Proses bisnis yang lebihsederhana dan digital 

b. Teknologiinformasi yang handaldan  mutakhir 

c. Praktekmanajemenrisiko yang kokoh 

d. SDM professional denganbudayakinerjatinggi. 

4. Memperkuatinklusikeuangan dan penetrasilayanan di wilayah timurIndonesia,  

melaluiperluasanjaringan outlet dan  agen, sertapengembanganlayanan digital 

sepertiPegadaian Digital, e-Bupot, e-Billing, dan Tabungan /Deposito Emas. 

5. Menciptakanekosistememas yang inklusif, menjadikanPegadaiansebagai ‘’Bank 

Emas’’ andalanmasyarakatdenganlayanantabunganemas, depositoemas, 

gadaiemas, dan fituremas. 

4.1.4 StrukturOrganisasi Perusahaan  

Organisasiadalahtempatatauwadahbagisetiapindividubekerjasama, 

terikathubungan formal dan sistematisdalampemanfaatantenagakerja yang 

diperlukansecaramaksimal agar tercapainyasuatutujuan yang telahsedia, 

sehinggaStrukturOrganisasimerupakansebuahpola yang secara formal 

mengelompokkanindividuberdasarkantugas, tanggungjawab, dan 

kewenangandalamorganisasi. 

PT Pegadaian Kantor Wilayah V manado sama halnya dengan perusahaan lain yang 

dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan organisasi. Adapun struktur 

organisasi PT Pegadaian Kantor wilayah V manado terdiri dari : 
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GAMBAR 2.2 STRUKTUR ORGANISASI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH V 

MANADO 
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4.1.5 Tugas dan Fungsi 

1. Deputy Operasional 

DEPUTY OPERASIONAL

(WIDI SUNARDI)

PEMIMPIN KANTOR WILAYAH V MANADO

(PRATIKNO)

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

(KUNARDI)

KEPALA BAGIAN LOGISTIC 

(MUSTOFA)
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a. Menunjangfektifitasdalammelaksanakankewajibandalammemim

pin Wilayah di bidangadministrasi,sumberdayamanusia, logistic, 

sertamanajemenrisikodiseluruh unit kerjadalam wilayah 

dibawahkoordinasi.  

b. Mengatur, mengolaheketif pada di kantor wilayah, 

sertasemuatugas di bawahkoordinasi di bidangkeuangan, SDM, 

logistic, dan 

manajemenrisikosehinggandapatberjalansecaraefektif dan 

sesuaiketentuanberlaku.  

c. Menetapkanpenerapansemuacarasertafungsional dan 

mengumpulkansemuasumberdaya agar 

terwujudnyakegiatanuntukmeningkatkandaya guna 

kinerjadilingkup Kantor wilayah. 

d. Meyakinkantersusunyaseluruh agenda kerja, strategi kerja dan 

ide strategis (RKAP) agar dapatmenetapkandiseksekusi di 

lingkupkantor wilayah serta in-line dengankebijakan/program 

kerjakantorpusat agar mendapatkanhasilmaksimal. 

e. Membimbingpelaksanaan performance Management System 

(PMS).  

2. Pemimpin Wilayah 

Adalah pejabat structural sebagaisebagaipemimpin Kantor Wilayah 

denganmenyimpantugas dan kewajibansebagaiberikut: 

a. Melakukan tugas yang sinkron diberikan pimpinan  

b. Menjalankan kegiatan efektif di kantor wilayah Mengarahkan dan 

mengendalikan operasional pada Kantor Wilayah, beserta daya kerja 

lainnya berdasarkan koordinasi di bidang bisnis, keuangan sehingga 

berjalan secara lancer dan sesuai ketentuan berlaku.  
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c. Mengaturpenyusunan strategi kerja, serta strategi agar 

memastikanruanglingkup wilayah beserta in-line rencanakerja Kantor 

dan hasil yang baik. 

d. Perwakilanperusahaan yang berkaitan oleh pihakdalammaupun di 

luaratasdasarwewenang yang telahdiberikanpimpinan demi 

melaksanakankegiatanoperasionalbisnis.  

3. DepartemenKeuangan 

a. Menyiapkan, menyusun, mengusahakan, memantau dan 

penilaianmelakukanpengendalianbiayaefektif, akuntan, financial, pajak, 

sertaasuransi yang berlaku di kantor wilayah.  

b. Memberikanarahandalampengendalian system manajemen kas, 

fungsipembuat, pemeriksaan, dan validasitransaksi financial, 

c. Menyiapkan, menyusun, 

mengakalimenyatukansusunanrencanapersiapankerjadan biaya (RKAP) 

Kantor Wilayah, mengedarkanbiaya, memantau dan 

pemeriksaanrealisasibiaya agar penggunaanbiayadapatterjaminsecaraefektif 

dan praktis. 

d. Menyusun laporanakuntan dan biaya yang 

berkaitandenganlingkupbidangkewajibantugas yang berkarakterlaporan. 

e. Departemen Keuangan membawahi 3 bagian antara lain bagian anggaran & 

Akuntansi, dan Bagian Tresuri & Perpajakan. 

4. Departemen Logistik 

a. Menata pengurusanusahakantor, kebutuhan per keluarga, logistic, dan 

sarana, besertaberkaspenting yang lainnyadenganketentuan yang berlaku di 

perusahaan.  

b. Menetapkan pengendalian persediaan, penyaluran alat kerja agar dapat 

mencapai kebutuhan Kantor wilayah. 

c. Membimbing penerapan acara dalam rangka pengendalian, pencarian, 

penetapan, tekad, asisten, dan baik untuk perorangan ataupun semua 

pegawai di bwah koordinasi. (people manager).  

d. Menerapkan pengendalian manajemen risiko pada daya kerjanya. 
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e. Departemen Logistik dan umummembawahi 3 bagianantara lain Bagian 

Penggadaan, Bagian Bangunan&PengamananKorporasi, dan Bagian Humas 

&Protokoler. 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

Dipegadaian, adabeberapatransaksi yang berhubungandenganPPh Pasal 23: 

1. Pembayaranjasakonsultasi 

2. Pembayaransewakendaraan 

3. Pembayaran bunga pinjaman 

4. Pembayaran Honorarium Narasumber 

5. Pembayaran royalty 

Contoh Soal 

1. Pembayaranjasakonsultan 

PT Pegadaian kanwil V membayar jasa konsultan ke CV solusi sebesar 

Rp.25.000.000. CV solusimemiliki NPWP. 

a. PPh 23:2% xRp.25.000.000 =Rp.500.00 dipotongdaripembayaran dan 

disetor oleh pegadaiansebelumtanggal 10 bulanberikutnya. 

2. Pembayaransewakendaraan 

Pegadaianmenyewamobilbulanandari took makmur,totaltagihan 

Rp.12.000.000. 

a. PPh 23:2%xRp.12.000.000 = Rp.240.000dipotong dan 

disetorpegadaian. 

3. Pembayaran bunga pinjaman 

PT Pegadaianmembayar bunga pinjamankepada PT Berlian sebesar 

Rp.10.000.000. 

a. PPh 23:15%xRp.10.000.000 = Rp.1.500.000 

dipotongdaripembayaran. 

4. Pembayaran Honorarium Narasumber 

Pegadaianmembayar honor narasumberpelatihsebesar Rp.8.000.000 

a. PPh 23:2%xRp.8.000.000 =Rp.160.000 dipotong. 
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5. Pembayaran Royalti 

Pegadaianmembayar royalty penggunaanperangkatlunakkepada CV 

Digital Rp.5.000.000 ( denganNPWP ). 

a. PPh 23:15% Rp.5.000.000 = Rp.750.000 dipotong dan disetorkanke 

kas negara. 
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4.2.1 PemotonganPPh Pasal 23 Pada PT PegadaianKanwil 

Sebelummasukkepembahasanpemotongan dan 

pelaporanpajakpenghasilanPPh 23 PT PegadaianKanwil V 

ManadoBerikutadalah daftar nama RincianPemotonganPPh Pasal 23 Di 

PT PegadaianKanwil V Manado. 

Tabel 3.1 RincianpemotonganPPh Pasal 23 PT PegadaianKanwil 

No Tanggal 

Transaksi 

Nama 

Penerima Jasa 

Jenis 

Jasa/ 

Sewa 

Jumlah 

Bruto  

(Rp) 

1. 05-01-

2024 

PT Mitra 

Konsultan 

Jasa  

Konsultasi 

30.000.000 

2. 15-02-

2024 

CV Sinar Terang Sewa 

KendaraanOperasional 

25.000.000 

3. 12-03-

2024 

PT Garda Aman 

Sejahtera 

Jasa Keamanan 18.000.000 

4. 22-04-

2024 

PT 

AndalanTeknologi 

Jasa Pemeliharaan IT 21.500.000 

5. 08-05-

2024 

CV Tunas Muda Jasa Kebersihan 

 

16.000.000 

 

 

    

TOTAL 

 

110.500.000 

 

Sumber : Data PT PegadaianKanwil V Manado 

 

 

 

SelanjutnyapelaporanPPh Pasal 23 Pada PT PegadaianKanwil V Manado 

dalamhaliniPenulismengambilpelaporanPPh Pasal 23 Atas pemotonganPPh Pasal 23 pada 

periodetahun 2025. PelaporanPPh Pasal 23 menggunakantabelpemotonganPPh Pasal 23 
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berjumblah 5 orang. SesuaidenganUndang – UndangNomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan dan peraturanturunannya. 

 

Gambar 4.1 Diagram Tingkat Kepatuhan PemotonganPPh Pasal Pasal 23 

 

Sumber : PT PegadaianKanwilV  Manado 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Tingkat KepatuhanterhadapRegulasi 

Tingkat 

kepatuhanpajakdapatdiukurmelaluikesesuaianantaratindakanwajibpajakdengan
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ketentuanperaturanperundang – undanganperpajakan yang berlaku. Dalam  

konteksPPh Pasal 23, regulasi yang menjadiacuanutama antra lain : 

a. Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 

tentangpajakpenghasilansebgaiamantelah di ubahterakhirdengan UU 

HPP No. 7 Tahun 2021, 

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentangjenisjasa 

lain sebagaiobjekPPh Pasal 23 

c. PER – 04/PJ/2017 tentangbentuk, isi, dan Tata Cara 

pembuatanbuktipemotongan dan pelaporanPPh 23/26 

d. PMK No. 242/PMK.03/2024 tentang Tata Cara pembayaran dan 

penyetoran Pajak. 

A. KesesuaianObjek Pajak 

PT PegadaianKanwil V Manado telahmenerapkanpemotonganPPh Pasal 

23 atasjenispengeluaran yang sesuaidenganobjekpajak yang 

diaturdalamperaturan. Misalnya, jasa kebersihan, jasa keamanan , jasa 

konsultasi, dan jasa sewa kendaraan telah dikenakan tariff PPh 23 sebesar 

2%. Hal inimenunjukankepatuhanterhadap PMK141/PMK.03/2025  

B. Ketepatan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

Perusahaan menggunakan tariff 2% untuk penghasilan bruto jasa, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya penggunaan 

tariff yang tidak sesuai, misalnya tariff 15% untuk WP luar negeri atau 

tariff keliru untuk objek bukan PPh 23. Dasar pengenaan pajak juga 

sesuai yaitu dari nilai bruto sebelum PPN . 

C. KepatuhanAdministratif 

Perusahaan telahmembuatbuktipotongsesuaiketentuandalam PER-

04/PJ/2017, melakukanpenyetoransebelumtanggal 10 bulanberikutnya, 

dan pelaporansebelumtanggal 20. Berdasarkandokumentasibuktisetor dan 

buktilapor, 

tidakterdapatketerlambatandalampelaporanatausanksiadministrasi yang 

dikenakan oleh DJP.  
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4.2.3 Kendala yang Di HadapidalamPemotongan dan pelaporanPPh Pasal 

23  

1. Keterlambatan Dokumen dari Pihak Ketiga (Rekanan) 

Beberapa vendor atau penyedia jasa menyampaikan invoice dan 

dokumen pendukung tepat waktu. Hal ini menghambat proses 

pemotongan dan pelaporan karena pemotongan PPh 23 baru dapat 

dilakukan setelah dokumen lengkap diterima.  

2. PerubahanRegulasi yang Cepat 

Seringnyaperubahanperaturanperpajakan, terutama yang 

berkaitandengantarif, objekjasa, dan 

mekanismepelaporanmelaluiaplikasi e- Bupot, 

membuatbagianpajakperusahaanharusselalumengikutiperkembang

anterbaru.jikatidaksegeradisesuaikan, bisajadikekeliruan 

administrative.  

3. Kendala Teknis pada Aplikasi e- Bupot  

Pada beberapa waktu, system e-Bupot yang di kelola oleh 

Direktorat Jenderal Pajak mengalami gangguan atau lambat 

diakses. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan 

bukti potong maupun pelaporan SPT Masa PPh 23. 

4. Human Error dalam Input Data  

Kendala lain yang 

cukupumumterjadiadalahkesalahandalampenginputan data 

nominal bruto, NPWP rekanan, ataujenisjasa. Hal 

inidapatmenyebabkanperbedaan data 

antaradokumenperusahaandengan system DJP. 

5. Kurangnya SDM Khusus di BidangPerpajakan 

Bagian keuangan merangkap tugas perpajakan tanpa staf yang 

secara khusus mendalamiaspek perpajakan. Hal ini menyebabkan 

pekerjaan pajak seringkali hanya bersifat administrative, bukan 

analitis, sehingga potensi koreksi oleh DJP bisa terjadi. 
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4.2.4 Upaya Perbaikan Kepatuhan PPh Pasal 23  

Meskipun PT Pegadaian Kanwil V Manado telah menunjukan 

tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 

23, perusahaan tetap perlu melakukan beberapa upaya perbaikan berkelanjutan 

untuk memastikan kepatuhan yang konsisten dan mencegah potensi risiko 

pajak dimasa mendatang. Upaya perbaikan yang dapatdilakukanantara lain:  

1. PeningkatanPemahamanPertauran Pajak 

Melaluipelatihan rutin dan workshop internal 

tentangperaturanperpajakanterbaru, khususnyaPPh Pasal 23, 

pegawaibagiankeuangan dan 

akuntansidapatmemahamiperubahankebijakanpajakdenganlebihbaik. 

Hal inipentingmengingatregulasipajakseringmengalamiperubahan.  

2. ImplementasiSistem E-Bupot 

Penggunaan aplikasi e-Bupot harus dioptimalkan agar proses 

pelaporan lebih tepat waktu minim kesalahan input. Audit internal 

terhadap proses Pengisian e-Bupot juga perlu dilakukan secara 

berkala untuk memastikan data yang dilaporkan akurat. 

3. EvaluasiProsedur Internal 

Melakukan review terhadap SOP (standard Operating Procedure) 

pemotongan dan pelaporanPPh 23. Jika masihdilakukansecara 

manual atau semi – manual, makadisarankanuntukmengotomatisasi 

proses tersebut agar lebihefisien dan mengurangirisiko human eror. 

4. Koordinasi Lebih Baik dengan Mitra/Rekanan 

Beberapa kendala dalam pemotongan pajak sering terjadi akibat 

keterlambatan invoice dari rekanan. PT Pegadaian dapat 

menetapkan deadline pengajuan dokumen dan memperkuat klausul 

perpajakan dalam perjanjian kerja sama agar proses pemotongan dan 

pelaporan lebih tepat waktu. 

5. Audit Pajak Internal SecaraBerkala 
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Audit internal dilakukanuntukmemeriksaketepatanjumlahPPh 23 

yang di potong, disetor, dan dilaporkan. Denganadanya audit 

internal, 

perusahaandapatmendeteksisejakdinipotensikekeliruansebelumdiper

iksa oleh otoritaspajak. 

4.3 Tarif  PerhitunganPPh Pasal 23 

PPh Pasal 23dikenakanataspenghasilan yang diterima oleh wajibpajakdalam negeri 

dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) berupapenghasilandari modal, jasa, atauhadiah yang 

berasaldari Indonesia. 

Tabel 3.2  TraifPerhitunganPPh Pasal 23 

Jenis Penghasilan Tarif PPh 23(%) 

Dividen, Bunga, Royalti 15% 

Sewa ats harta selain tanah dan/atau bangunan 2% 

Jasa ( misalnya kosultan, teknis, dll) 2% 

Hadiah, penghargaan, bonus selain yang dipotongPPh 21 15% 

Imbalan sehubungan jasa kontsruksi subkontrak 15% 

CONTOH PERHITUNGAN PPh 23:  

1. Jasa konsultan 

PT Pegadaianmembayarjasakonsultansebesar Rp 100.000.000  

Jenis jasa : konsultan (terkena pph 23 => tariff 2% 

PPh yang dipotong = 2% x Rp 10.000.000 = Rp 2.000.000 

PT Pegadaian menyetorkan pajak ini dan memberikan bukti potong ke 

konsultan 

2. Royalti  

PT Pegadaianmembayar royalty sebesar Rp 50.000.000 

Jenis penghasilan : Royalti (kena pph 23 => tarif 15%) 

PPh23 : 15% x Rp 50.000.000 =Rp 7.500.000  

No Jenis penghasilan Jumlahbruto (Rp) Tarif PPh 23 Yang dipotong 

1 Jasa konsultan 100.000.000 2% 2.000.000 

2 Royalti 50.000.000 15% 7.500.000 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkanhasilpenelitian yang dilakukanmengenaikepatuhan PT 

PegadaianKanwil V Manado terhadapapemotongan dan pelaporanPPh Pasal 23, 

makadapatdisimpulkanhal- halberikut: 

1. PT PegadaianKanwil V Manado 

telahberupayauntukmelaksanakankewajibanperpajakan, 

khususnyadalampemotongan dan pelaporanPPh Pasal 23, sesuairegulasi yang 

berlaku.  

2. Namun, masihditemukanbeberapakekurangandarisisiadministrasi dan 

ketepatanpelaporan yang 

menunjukanbahwakepatuhanbelumsepenuhnyaoptimal.Beberapakasuskesalah

anadministrasi, yang pernah juga terjadi pada pelaporanpajak lain 

(contohnyaPPh Pasal 21), Menunjukanperlunyapenguatan system internal. 

3. Pandemi COVID-19 turutmemberikantantangan pada sisiadministrasi dan 

keuanganperusahaan, sehinggaberdampak pada proses pemotongan dan 

pelaporanpajakperusahaan. 

4. Secaraumum, perlunyapembenahandalamhal system administrasi, 

peningkatanliterasiperpajakanbagistaf, serta monitoring 

berkalauntukmengoptimalkankepatuhanperpajakankhususnyaPPh Pasal 23. 

SARAN 

1. PeningkatanKapasitas dan Pelatihan : 

PT PegadaianKanwil V Manado sebaiknyasecara 

rutinmengadakanpelatihanuntukstaf yang menanganiperpajakan agar 

pemahamantentangketentuanPPh Pasal 23 semakinbaik dan 

pelaporanmenjadilebihakurat.  
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2. PerbaikanSistemAdministrasi : 

Penggunaan system informasi yang lebihterintegrasi dan pembaharuan data 

secaraberkala sangat pentinguntukmeminimalkanterjadinyakesalahanpencatatan 

dan pelaporan. 

 

3. Monitoring dan EvaluasiRutin : 

Lakukan audit internal secaraberkala guna 

mengidentifikasipotensikekurangandalam proses pemotongan dan pelaporanPPh 

Pasal 23, lalulakukanperbaikan yang di perlukan. 

4. SinergidenganOtoritasPajak : 

Tingkatkankomunikasi dan koordinasilangsungdengankantorpajak/ 

direktoratpajakuntukmendapatkanpendampinganteknissekaligusbimbinganterkait

penerapanperaturanterbaru. 

5. PenyesuaianProsedur Internal 

Sesuaikanprosedur internal agar lebihadaptifterhadapkondisikhusus, 

sepertiperubahanregulasiatautantanganoperasionalselama masa pandemic, 

sehinggakepatuhanperpajakantetapterjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dotulong, T. C. R., Nangoi, G. B., Warongan, J. D. L., &Penerapan, A. (2017). ANALISIS 

PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM TERHADAP PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH 

SULUTTENGGO ANALYSIS OF THE APPLICATION OF WITHHOLDING TAX 

SYSTEM TO INCOME TAX ARTICLE 23 ON PT. PLN (PERSERO) 

SULUTTENGGO REGION. …… 2676 Jurnal EMBA, 5(2), 2676–2685. 

Fadillah Natasha, S., Epi, Y., Ariyani, V., & Ganesha Medan, P. (n.d.). AnalisisKepatuhan 

Pajak PPh Pasal 23 Pada Jasa Outsourcing (Studi Kasus PT. Prima Karya Sarana 

Medan). https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index 

Manarisip, J. C. (2013). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT. SWA Karya 

Muda Balikpapan. 

Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh 

Bendaharawan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 

https://doi.org/10.18202/jamal.2012.12.7176 

Wowor, E. R., Erick, O. :, Wowor1, R., Ilat2, V., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., 

Sam, U., & Manado, R. (2015). EVALUATION OF THE APPLICATION 

COLLECTION PROCEDURE, RECORDING, AND REPORTING OF GOODS 

AND SERVICES TAX TO THE PACKAGE DELIVERY SERVICES AT PT. 

SENTRA INDOLOGIS UTAMA MANADO. 3(Juni), 977–985. 

 

  

 

 

 

 



 
 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2  SuratPemberitahuanPembimbingSkripsi 



 
 

46 
 

 



 
 

47 
 

 



 
 

48 
 

Lampiran 3 KonsultasiPembimbingSkripsi 

 



 
 

49 
 

 



 
 

50 
 

Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi  

KementerianPendidikanTinggi,Sains,danTeknologi 

Politeknik Negeri Manado JurusanAkuntansi 

Jl.RayaPoliteknik,Buha,Kec.Mapanget,KotaManado,SulawesiUtara 

 

SuratKeteranganCekTurnitinSkripsi/TAMahasiswa 
NO. 029/AK/PJK/PL/2025 

 

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa 

nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui 

fasilitas software “Turnitin”. 

 

Nama : PutriApriliaPotabuga 

NIM : 21042046 

ProgramStudi : SarjanaTerapanAkuntansiPerpajakan 

JudulSkripsi/TA : AnalisisKepatuhanPajakPTPegadaianKanwilVManadoterhad

apperhitunganPemotonganpenyetoranDanPelaporanPajakPe

nghasilan(PPh)Pasal23 

PembimbingUtama : Dr.IvonneHelena Putong,.SE.Ak,M.Ak 

Persentase : 23% 

TanggalPengecekan : 12Agustus2025 

 

 
DemikianSuratKeteranganinidibuat,untukdapatdigunakansebagaimanasemestinya. 

 
Manado,12Agustus2025 

Operator Cek Plagiasi 

 
 
 
 
 

 
Dominikus Andreo Maryadi 

 NIP.199609102024061001 

 

 


